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Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan
penelitian di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif menggunakan data primer serta sekunder. Populasi
dalam penelitian ini adalah Seluruh Aparat Desa Lanaus ber-
jumlah 10 Orang, Toko Adat 11 Orang, Toko Agama berjumlah
4 Orang dan 40 Toko Masyarakat di Desa Lanaus. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan
teknik sampel jenuh Non Probability Sampling atau keseluruhan
populasi diangkat sebagai sampel. Jadi sampel dalam
penelitian ini berjumlah 65 orang. Kesimpulan dari penelitian
ini menunjukan transparansi baik, partisipasi cukup baik,
akuntabilitas baik dan pengelolaan dana desa cukup baik di
Desa Lanaus. Transparansi berpengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.
Partisipasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan
terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. Akuntabilitas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana
desa di Desa Lanaus.
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PENDAHULUAN
Undang-Undang No 6 tahun 2014
tentang desa menjelaskan bahwa desa
merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang
mempunyai wewenang untuk mengatur

dan mengurus urusan penyelenggaraan
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Pemerintahan, pembangunan, dan
kepentingan masyarakat setempat ber-
dasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerinta-
han Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).
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Pemerintahan pada era Presiden Joko
Widodo memiliki sembilan agenda priori-
tas. Sembilan agenda prioritas itu disebut
Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa
Cita yaitu membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat beberapa
Daerah dan Desa dalam kerangka negara
kesatuan. Program tersebut direncanakan
karena Desa-Desa kurang diperhatikan
oleh Pemerintahan di era sebelumnya se-
hingga pembangunan infrastruktur ku-
rang merata (Prasetyo 2017). Mulai awal
tahun 2015, Desa mendapatkan sumber
anggaran baru yakni Dana Desa yang ber-
sumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan
mengelola tambahan anggaran berupa
Dana Desa yang akan diterima bertahap.

Ada banyak prinsip yang harus
dipatuhi dalam mengontrol kebijakan
keuangan desa, 3 prinsip utama yang
mendasari pengelolaan keuangan dana
desa diantaranya prinsip transparansi
atau keterbukaan, prinsip partisipasi dan
prinsip akuntabilitas atau prinsip per-
tanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa yang
transparansi merupakan bentuk

keterbukaan dalam memberikan informa-

si oleh pemerintah kepada pihak-pihak
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yang membutuhkan informasi

yang
berhubungan dengan aktivitas pengel-

olaan sumber

2002).

daya publik (Mardiasno

Salah satu Daerah di Kabupaten Timor
Tengah Utara yaitu Desa Lanaus telah
memperoleh dana desa selama tiga tahun
terakhir yaitu tahun 2016-2018. Dalam
Kegiatan Pelaksanaan pada tahun 2016-
2018 setiap kegiatan tidak ada Trans-
paransi, Partisipasi dan Akuntabilitas di
hadapan Masyarakat Desa. Salah satunya
adalah tidak ada Papan Informasi di se-
tiap kegiatan-kegiatan, dan dalam
partisipasi tidak seluruh masyarakat di
ikut sertakan dalam partisipasi dimana
salah satunya adalah Musyawarah Desa
(MUSDES), sedangkan dalam Akuntabili-
tas atau pertanggungjawaban pemerintah
desa dalam melakukan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban belum sesuai
dengan apa yang di harapkan oleh
masyarakat desa dimana dalam pem-
bangunan embung-embung menjadi soro-
tan dan pertanyaan masyarakat terhadap
anggaran yang besar, dimana kegiatan

tersebut dalam MUSDES tidak dican-

tumkan dalam perencanaan kegiatan ta-
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hun 2016-2018 dan dalam perubahan
kegiatan tersebut tanpa adanya MUSDES.
LANDASAN TEORI

Undang-Undang No 6 tahun 2014 ten-
tang Desa, merupakan UU tentang
tatanan mengenai jati diri desa yang
dikembalikan lagi kepada asal-usulnya.
UU ini juga menggambarkan itikad nega-

ra untuk memberikan kemandirian kepa-

da  Pemerintahan desa.  Sehingga
masyarakat desa  disebut  sebagai
masyarakat yang mengatur dirinya

sendiri dan membangun pemerintahan
desa yang mengatur diri sendiri.
Pengelolaan dana desa merupakan
program yang dibuat oleh Pemerintah
Pusat dengan memberikan dana ke
Pemerintah Kabupaten yang bersumber
dari bagian dana keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh Kabupaten
atau Kota ( Peraturan Pemerintah No. 72
Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 ).
Kristianten

Mardiasmo dalam

(2006:45)  menyebutkan  transparansi

sebagai keterbukaan pemerintah dalam
terkait

memberikan informasi

yang
dengan aktifitas pengelolaan sumber daya
publik kepada pihak yang membutuhkan
yaitu masyarakat. = Transparansi akan

memberikan dampak positif dalam tata
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Pemerintahan. Transparansi akan
meningkatkan pertanggungjawaban para
kebijakan kontrol

perumus sehingga

masyarakat terhadap para pemegang
otoritas pembuat kebijakan akan berjalan
efektif.

Partisipasi adalah keterlibatan
masyarakat dalam pembuatan keputusan
baik secara langsung maupun tidak lang-
sung melalui lembaga perwakilan yang
dapat menyalurkan aspirasinya.
Partisipasi tersebut dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta
berpartisipasi secara konstruktif (Mardi-
asmo, 2009:18). Menurut Tumbel (2017),
Partisipasi masyarakat dilakukan melalui
musyawarah desa guna merumuskan,
mengelola dan mengawasi pengeloaan
dana desa dengan baik. Partisipasi dalam
bentuk lain adalah ikut terlibat dalam
kegiatan pengelolaan desa seperti pem-
bangunan infrastruktur desa, pem-
berdayaan masyarakat atau kegiatan lain
sesuai kebijakan desa. Musyawarah desa
sebagai langkah awal bentuk partisipasi
masyarakat menentukan kebijakan desa
guna mengelola dana desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), akuntabilitas adalah pertanggung-

jawaban pengelolaan sumber daya serta
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pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara peri-
odik. Menurut Suharto (2006) akuntabili-
tas diartikan sebagai kemampuan menun-
jukkan catatan atau laporan yang bisa di-
pertanggungjawabkan. Sehingga akunta-
bilitas merupakan suatu bentuk per-
tangungjawaban untuk melaporkan dan
menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan kepada pihak yang lebih
atas.
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Pendekatan penelitian di da-
lam penelitian ini menggunakan pendeka-
tan deskriptif menggunakan data primer
serta sekunder.

Populasi dalam penelitian ini adalah
Seluruh Aparat Desa Lanaus berjumlah 10
Orang, Toko Adat 11 Orang, Toko Agama
berjumlah 4 Orang dan 40 Toko Masyara-
kat di Desa Lanaus. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini yaitu
menggunakan teknik sampel jenuh Non
Probability  Sampling atau keseluruhan
populasi diangkat sebagai sampel. Jadi

sampel dalam penelitian ini berjumlah 65

orang.
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Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner, wawancara, observasi dan
dokumentasi.

Untuk menggambarkan fenomena
yang terjadi dilokasi penelitian maka
teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis statistik deskriptif. Sesuai
dengan hipotesis yang telah dirumuskan,
maka dalam penelitian ini analisis data
statistik  inferensial diukur dengan
menggunakan software SmartPLS (Partial
Least Square).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Lanaus adalah satu desa dari
enam desa yang berada di wilayah Keca-
matan Insana Tengah, Kabupaten Timor
Tengah Utara, dengan luas wilayah Desa
Lanaus + 303 Ha?. Jarak tempuh dari kota
Kabupaten + 20 km sedangkan dari kota
Kecamatan ke Desa Lanaus sejauh 8 km
dengan waktu tempuh selama + 15 menit
dengan

menggunakan sarana

transportasi roda 2 dan roda 4. Jumlah
penduduk Desa Lanaus menurut data
terakhir tercatat sebanyak 1.678 jiwa,
dengan rincian, jumlah Kepala Keluarga

448 KK, laki-laki sebanyak 848 jiwa dan

perempuan sebanyak 830 jiwa.
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Persepsi responden untuk variabel
transparansi sebesar 71,38 dengan rentang
nilai uji deskriptif 68-83 dinyatakan
predikat baik. Capaian indikator terendah
adalah keterbukaan informasi tentang
dokumen pengelolaan dana desa yaitu
sebesar 66,46 dan capaian tertinggi adalah
penyediaan dan akses informasi yang jelas
tentang perencanaan, prosedur pelaksa-
naan dan pertanggungjawaban yaitu
sebesar 75,38.

Persepsi responden untuk variabel
partisipasi sebesar 67,23 dengan rentang
nilai wuji deskriptif 52-67 dinyatakan
predikat cukup baik. Capaian indikator
terendah ada dua indikator yaitu adanya
forum untuk menampung partisipasi
masyarakat, motivasi masyarakat dan
tanggungjawab masyarakat yaitu sebesar
66,77 dan capaian tertinggi adalah adanya
kemampuan masyarakat terlibat dalam
proses, yaitu sebesar 72,31.

Persepsi responden untuk variabel
74,81

deskriptif

akuntabilitas  sebesar dengan

rentang nilai  uji 68-83
dinyatakan predikat baik. Capaian indi-
kator terendah adalah indikator adanya
pengawasan oleh tim pelaksana yaitu

sebesar 66,66 sedangkan capaian tertinggi
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adalah indikator Adanya laporan per-
tanggungjawaban yaitu sebesar 82,77.
Persepsi responden untuk variabel
pengelolaan dan Desa sebesar 66,70
dengan rentang nilai uji deskriptif 52-67
dinyatakan predikat cukup baik. Capaian
indikator terendah ada dua indikator yai-
tu adanya perencanaan dan adanya pena-
tausahaan yang memiliki capaian yang
sama sebesar 66,15 dan capaian tertinggi
ada dua indikator yaitu, adanya pelaksa-
naan dan adanya pertanggungjawaban
yang memiliki capaian yang sama yaitu
sebesar 67,38.
Hasil wuji statistik menunjukkan
bahwa nilai t adalah sebesar 2,150 dengan
sebesar 0,032. Nilai

lebih kecil

nilai signifikansi

signifikansi tersebut dari
tingkat alpha yang digunakan yaitu 0,05.
Dengan demikian, keputusannya adalah
variabel akuntabilitas berpengaruh positif
dan signifikan terhadap variabel pengel-
olaan dana desa.

Hasil wji statistik menunjukkan
bahwa nilai t adalah sebesar 1,827 dengan
nilai signifikansi sebesar 0,068. Nilai
signifikansi tersebut lebih besar dari
tingkat alpha yang digunakan yaitu 0,05.
Dengan demikian, keputusannya adalah

variabel partisipasi berpengaruh positif
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namun tidak signifikan terhadap variabel
pengelolaan dana desa.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa
nilai t adalah sebesar 0,326 dengan nilai
0,744.  Nilai

signifikansi ~ sebesar

signifikansi tersebut lebih besar dari
tingkat alpha yang digunakan yaitu 0,05.
Dengan demikian, keputusannya adalah
variabel transparansi berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap pengel-
olaan dana desa.

SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini
menunjukan transparansi baik, partisipasi
cukup Dbaik, akuntabilitas baik dan
pengelolaan dana desa cukup baik di De-
sa Lanaus. Transparansi berpengaruh
positif namun tidak signifikan terhadap
pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.
Partisipasi berpengaruh secara positif
namun tidak signifikan terhadap pengel-
olaan dana desa di Desa Lanaus. Akunta-
bilitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pengelolaan dana desa di Desa
Lanaus.
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